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 Wadi’ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu 
maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 
menghendakinya. Menitipkan dan menerima titipan adalah (wadi’ah) adalah 
bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. 
Salah satunya adalah penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar 
Lampung. Namun permasalahan yang sering terjadi ialah petugas penjaga helm 
di Simpur Center Bandar Lampung kerap kali mengamankan helm pengunjung  
yang tergantung di kaca spion motor  dan meletakkannya ke tempat penitipan 
helm tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik helm tersebut sehingga 
pengunjung yang memiliki helm tersebut membayar uang jasa penitipan helm 
kepada petugas penjaga penitipan helm, walaupun padahal sebenarnya 
pengunjung tersebut tidak berniat untuk menitipkan helmnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jasa 
penitipan helm di parkiran Simpur center Bandar Lampung dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur 
Center Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center 
Bandar Lampung. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang 
diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data 
sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan 
data dan informasin dengan bantuan buku-buku yang ada pada perpuastakaan. 
Pengumpulan data populasi dan sampel diperoleh dari petugas penjaga penitipan 
helm dan yang berjumlah 1 orang dan para pengunjung Simpur Center yang 
berjumlah 10 orang. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan 
metode berfikir secara induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem jasa penitipan helm di parkiran 
Simpur Center Bandar Lampung bahwa dalam praktiknya petugas parkir motor 
kerap kali mengamankan helm pengunjung dan meletakannya di rak penitipan 
helm tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik helm tersebut harus 
membayar uang jasa penitipan helm walaupun sebenarnya pemilik helm tersebut 
tidak berniat untuk menitipkan helmnya. Dalam hukum Islam, praktik jasa 
penitipan helm pada Simpur Center ini hukumnya sesuai dengan hukum Islam, 
namun tindakan petugas penitipan helm yang mengamankan helm para 
pengunjung tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak sesuai dengan tuntunan 
hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari akad wadi’ah yaitu 









                           
                         
’Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap 
penegasan arti  dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 
penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada terjadi 
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 
pokok permasalahan yang akan dibahas. 
Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian 
ini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm (studi di 
Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung).” Untuk itu perlu diuraikan 
pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 




2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini mengikat semua yang beragam Islam.
2
 Hukum Islam adalah 
                                                             
1
Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, 
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2011), h. 1060. 
2
Amir Syafuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5. 
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ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan 
larangan bagi umat Islam.
3
 
3. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur yang saling 
berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
4
 
4. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, 
negara, instansi, dan sebagainya.
5
 
5. Penitipan adalah penyerahan barang kepada seseorang yang dipercaya 
dengan syarat barang tersebut akan dikembalikan apabila tujuan 
penjaminan atas barang tersebut telah selesai dilaksanakan ; penyimpanan 
bertanggungjawab atas keamanan barang yang disimpankan tersebut.
6
 
6. Helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan 
benturan (dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, 
pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara 
sepeda motor, dan sebagainya).
7
Jadi yang dimaksud dari judul di atas 
adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem jasa penitipan 





                                                             
3
Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
1994), h.154. 
4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.9. 
5
Departmen Pendidikan Nasional, Kamu Besar Bahasa Indonesia...., h.563. 
6
Ibid. h. 867. 
7
Ibid. h. 384.  
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B. Alasan memilih judul 
1. Alasan Objektif 
Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu 
masalah praktik muamalah yang tumbuh beredar luas yang berkembang 
didalam kehidupan masyarakat. 
2. Alasan Subjektif 
a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literatur yang 
menunjang, maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian; 
b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis 
yaitu jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung; 
c. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis; 
d. Judul skripsi yang diambil belum ada yang pernah membahas dan 
menjadi tantangan tersendiri bagi penulis. 
C. Latar Belakang Masalah 
Aturan-aturan dalam muamalah diciptakan Allah untuk mengatur 
hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Manusia 
dalam menjalankan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab 




Dengan adanya hubungan antar manusia, maka timbulah hak dan 
kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam 
                                                             
8




kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang 
mudah guna memberikan kesempatan perkembangan manusia di kemudian 
hari.  
Peranan hukum islam dalam era modern ini sangan diperlukan dalam 
menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang 
selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum 
Islam harus bersifat fleksibel dan elastis untuk memberikan yang terbaik serta 
dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. 
Akad adalah bagian dari macam-macam tasharruf, yang dimaksud 
dengan tasharruf ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan 
kehendaknya dan syara‟ menetapkan beberapa haknya.
9
 
Tasharruf terbagi dua, yaitu tasharruf fi‟il dan tasharruf qauli: Tasharruf 
fi‟il ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya,selain 
lidah misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam 
jual beli, merusakkan barang oranglain. 
Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia atau 




Perkataan „aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila 
seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 
                                                             
9
 Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, “Fikih Ekonomi Keuangan Islam”, 
(Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 42. 
10
Ibid, h. 43. 
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tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji 
yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji („ahdu) dari dua orang 




Dalam muamalah, akad itu menduduki posisi yang amat penting, karena 
perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan muamalah, dan yang akan mengikat hubungan itu di masa 
sekarang dan di masa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu 
adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang 
melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, 
kecualibila menghalalkan yang haram atau 
Wadi‟ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu 
maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si 
penitip menghendakinya.
12
 Wadi‟ah adalah salah satu bentuk tolong-
menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an. Sebagaimana 
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58: 
ِب  وإ  ُ َُك ْ ََت ْن  َ أ ِس  ا َّ ن ل إ ْْيَ  َ ب  ْ ُُت ْ ََك إ َح َذ
ِ
إ ا َو هَ ِ ل ْه َ أ ََلٰ 
ِ




إ إ    ِ ْل دَ ْ ل
َن َسِ  َ ََك نَّ إَّللَّ
ِ
إ  ۗ هِ  ِ ْ ب ُُك ُظ دِ َ ي ا  مَّ ِد ِ ن  َ إ۞إَّللَّ  ً ِي َ ب ا  د   ًعي
Artinya: „Sungguh Allah memerintahkanmu  untuk menyampaikan amanat 
kepada orang yang berhak menerimanya”.
13
 
                                                             
11
Ibid, h. 45. 
12
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar Grafika,1994), h. 69. 
13
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Surabaya: Mekar Surabaya, 
2002), h. 60. 
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Di samping dalam Al-Qur‟an, dasar hukum wa‟diah juga terdapat dalam 
hadist Nabi: 
ُ َعنْهُ  َعْن أَبِْي هَُرْيَرةَ َرِضيَ  اْْلََمانَةَ إِلَى َمِن اْئتََمنََك َوالَتَُخْن َمْن َّللاه ِ ص م: أَدِّ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل َّللاه
 َخانََكض
Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah 
amanah pada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan 
janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-





 Menitipkan dan menerima titipan adalah (wadi‟ah) adalah bagian aktivitas 
muamalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pihak yang 
menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang 
yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.
15
 Menerima titipan 
adalah suatu hal yang mulia dan dianjurkan oleh agama Islam, jika penerima 
mampu dan bisa bertanggungjawab. 
 Setiap tempat umum, khususnya tempat pusat perbelanjaan seperti Simpur 
Center Bandar Lampung pasti memiliki tempat parkir yang disediakan untuk 
pengunjung, di tempat parkit tersebut biasanya disediakan fasilitas penitipan 
helm. Lazimnya, pengunjung yang ingin mengamankan helmnya bisa 
menitipkan helmnya dengan kemauannya sendiri kepada petugas penjaga 
penitipan helm dan membayar uang jasa penitipan sebesar Rp. 2.000 (dua 
ribu rupiah).  
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Namun permasalahan yang sering terjadi ialah pada praktiknya selain 
pengunjung yang sengaja menitipkan helmnya ke tempat penitipan helm, 
petugas penjaga helm di Simpur Center Bandar Lampung kerap kali 
mengamankan helm pengunjung  yang tergantung di kaca spion motor  dan 
meletakkannya ke tempat penitipan helm tanpa sepengetahuan dan izin dari 
pemilik helm tersebut dengan alasan ingin meminimalisir terjadinya 
kehilangan sehingga pengunjung yang memiliki helm tersebut membayar 
uang jasa penitipan helm kepada petugas penjaga penitipan helm, walaupun 
padahal sebenarnya pengunjung tersebut tidak berniat untuk menitipkan 
helmnya. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk 
lebih tahu mendalam dan meneliti tentang sistem jasa penitipan helm di 
Simpur Center Bandar Lampung. 
D. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian  pada skripsi ini yaitu hanya berfokus tentang 
sistem jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung 
apakah sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam atau tidak. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan 
masalah sebagai berikut: 




2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penitipan helm di 
parkiran Simpur Center Bandar Lampung? 
F. Tujuaan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas dapat diambil tujuandan 
kegunaan penelitian sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem jasa penitipan helm 
di parkiran Simpur Center Bandar Lampung 
b. Untuk menjelaskan tinajuan hukum islam tentang sistem jasa 
penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung 
2. Manfaat penelitian 
a. Secara teoristis penelitian ini diharapkan dapat memperluas konsepsi 
maupun teori tentang penitipan dan menjadi informasi dan referensi 
dalam memahami secara mendalam tentang penitipan. 
b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S. H pada fakultas 
syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
a. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat 
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem penitipan 
yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu 
memberikan pemahaman mengenai praktik penitipan yang sesuai 
dengan hukum islam. 
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b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai syarat memenuhi tugas 
akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari‟ah di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat 
menyesuaian diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-
pola yang dihadapi. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian initermasuk penelitian lapangan  (field reseach) yaitu 
dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur 
terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan  dan posisi saat 
ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. 
Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau 
masyarakat.
16
 Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan 
khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi 
mengadakan penelitian  mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah 
berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial. 
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2. Sifat Penelitian 
Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang hanya 
memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari ataui menjelaskan 
hubungan, tidak menguji hipotensis atau prediksi.
17
 Pengertian deskriptif 
menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak 
sebagai pengamat yang hanya membuat kategori prilaku, mengamati 
segala dan mencatat dan tidak memanipulasi. 
3. Data dan Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari 
praktik jasa penitipan helm di parkiran Simpur Center Bandar Lampung, 
oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau 
objek yang diteliti.
18
 Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari 
hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. 
Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari 
petugas jasa penitipan helm dan pengunjung Simpur Center Bandar 
Lampung. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, 
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walaupun yang dikumpulkan itu  sesungguhnya data asli data sekunder 
dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai 
relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
19
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi verbal, jadi 
semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hal 
ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan penelitian. Dengan alat pengumpulan informasi 
dengan cara mengajukan pertanyaan secara liasan, untuk dijawab 
secara lisan pula antar pencari informasi dan sumber informasi.
20
 
Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi  sumber 
data dan dilakukan tanpa perantara. Dalam praktiknya, penulis 
menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada 
petugas penjaga helm di Simpur Center Bandar Lampung. 
b. Observasi 
Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 
gejala-gejala yang diselidiki.
21
 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 
mengamati mekanisme sistem jasa penitipan helm di Simpur Center 
Bandar Lampung. 
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Dokumentasi adalah proses mencari dan mengetahui hal-hal atau 
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk 




5. Populasi dan sampel  
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Populasi juga dapat di artikan keseluruhan objek 
pengamatan atau objek penelitian.
23
 Adapun populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 101 orang yang terdiri dari 100 orang penitip 
helm yang dihitung rata-rata per hari dan 1 orang penjaga penitipan 
helm. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-
cara tertentu yang juga memiliki karateristik tertentu, jelas dan 
lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.
24
Berdasarkan buku 
Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya 
kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya 
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lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 
atau lebih.
25
 Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel 
yang dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari 
jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah 
berjumlah 101 X 10% = 10.1, digenapkan menjadi 10. Jadi, sampel 
dalam penelitian ini adalah 10 orang. Terdiri dari 10 penitip helm 
dan 1 petugas penjaga penitipan helm. Sistem pengambilan sampel 
menggunakan random sampling. Sampel acak (random sampling) 
ialah suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 
penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk dipiih sebagai sampel.
26
 
6. Analisis data 
Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, 
metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara 
menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik 
kesimpulan  yang jelas.
27
 Dalam menganalisa data digunakan kerangka 
berfikir induktif. 
Metode berfikir induktif,yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khuisus 
atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut 
ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam 
mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari 
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A. Kajian Teori 
1. Konsep Umum Akad  
a. Pengertian Akad 
Akad menurut etimologi (bahasa) mempunyai beberapa arti antara 
lain: 
1) Mengikat 
Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah 
satunya dengan yang lainnya sehingga bersambungan, 
kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda .  
2) Janji 
Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3): 76: 
                 
Artinya: Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya 





3) Istilah akad berasal dari bahasa arab yakni Al-„aqd, secara 
bahasa Al-„aqd bentuk masdarnya „aqada dan jamaknya adalah 
Al-„ Uqud yang berarti adalah perjajian tercatat atau kontrak.
30
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Istilah Ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pertanyaan 
sesorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan 
sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. 
Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan 
pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada 
janji yang dibuat oleh orang tersebut.
31
 
Perkataan„aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, 
yaitu apabila sesorang mengadakan janji kemudian ada orang 
lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu 
janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka 
terjadilah perikatan dua buah janji („ahdu) dari dua orang yang 
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain 
disebutkan perikatan („aqad). 
Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah 
satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk 
mengikat diri. Sedangkan qabul pernyataan pihak lain setelah 
ijab yang menunjukan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi 
setiap pernyataan diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab 
disebut qabil (pelaku qabul), tanpa membedakan antara pihak 
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b. Dasar Hukum Akad 
1) Q.S al-Maidah 5: 1 
            
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 




2) Q.S. Al - Imran(3):76  
                 
Artinya:”(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 





c. Rukun dan Syarat Akad 
1) Rukun Akad 
Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jamak “arkaa” 
artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yag menentukan 
sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) 




Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan 
sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada 
dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur 
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Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi 
tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.
36
 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan rukun akad 
adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua 
kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa 
perbuatan, isyarat, atau tulisan. 
37
 
Adapun rukun  yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:  
a) „Aqid 
„Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang 
masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang juga 
terdiri dari beberapa orang. Secaea umum, aqid disyaratkan 
harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad 
atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi 
wakil. 
b) Ma‟qud „alaih 
Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan (objek 
akad).  Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda 
bisa menjadi objek akad, yaitu: 
(1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. 
(2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan 
ketentuan syara‟. 
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(3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan 
pada waktu pelaksanaan akad 
(4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui 
oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan 
perselisihan diantara keduanya. 
c) Maudhu‟ al-„aqd 
Maudhu‟ al-„aqd  adalah tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan 
akadnya. 
d) Sighat al-„aqd 
Sighat al-„aqd adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 
Adapun qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 
berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
38
 
Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk 
menunjukan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan 
yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan dan 
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Hal- hal yang harus diperhatikan dalam sighat al „aqd 
adalah: 
(1) Shighat al „aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata 
dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak 
makna. 
(2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang 
berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, 
misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini 
kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan 
qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai 
pemberian”. 
(3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-
pihak yang bersdangkutan, tidak terpaksa, dan tidak 
karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.
40
 
Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh 
dalam berakad, yaitu :  
(1) Dengan cara tulisan atu kitabah, misalnya dua aqid 
berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan 
kitabah atau tulisan. 
(2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak 
dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, 
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misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun 
tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.  
(3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain 
dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli 
menyerahkan sejumlah uang. 
41
 
2) Syarat-Syarat Akad 
Berdasarkan unsur yang telah di bahas diatas, ada beberapa 
macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (syarat 
in‟iqad), syarat sah, syarat kelangsungan akad (syarat nafadz), 
dan syarat keharusan ( syarat luzum). 
a) Syarat In„iqad (terjadinya akad) 
Syarat in‟iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya 
untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut 
syara‟.Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi 
batal.Syarat ini ada dua macam: 
(1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam 
setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, 
aqid, objek akad. Syarat-syarat umum yang harus 
dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut: 
(a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 
(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap 
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bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di 
bawah pengampuan, dan karena boros 
(b) Yang dijadikan objek akad dapat 
menerimahukumnya. 
(c) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang 
yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia 
bukan „aqid yang memilkibarang. 
(d) Janganlahakadituakadyangdilarangoehsyara‟,sepertij
ual beli mulasamah (saling merasakan). 
(e) Akad dapat memberikanfaedah. 
(f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum 
terjadikabul.Maka apabila orang yang berijab 
menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka 
batallah ijabnya. 
(g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila 
seseorang yang berijab telah berpisah sebelum 
adanya kabul, maka ijab tersebut menjadibatal.
42
 
(2) Syarat khusus 
 Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam 
sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya 
seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan 
barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, 
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b) Syarat sah 
 Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara‟ untuk 
timbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad.Apabila 
syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi 
tetap sah dan eksis.
43
 
c) Syarat nafadz (kelangsunganakad) 
 
Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu: 
d) Syarat Luzum 
Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat 
(lazim).Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti 
jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar 
(pilihan), yang memungkinkan di fasakh nya akad oleh 
salah satu pihak.Apabila di dalam akad tersebut terdapat 
khiyar, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi 
orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi 
seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.
44
 
Menurut ulama Mazhab az- Zahiri semua syarat yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak 
sesuai dengan al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. 
Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab az-
Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai 
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kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam 
suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad 
tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada 
larangan di dalam al-Qur‟an dan Sunnah, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.
45
 
d. Macam-macam Akad 
Macam-macam akad adalah sebagai berikut: 
1) „Aqad munjiz 
Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesainya akad. Pernyatan akad yang diikuti dengan 
pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan 
syarat- syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan 
setelah adanya akad. 
2) „Aqad Mu‟alaq 
Ialah aqad yang di dalam pelaksanannya terdapat syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya 
pembayaran. 
3) „Aqad Mudhaf 
Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat 
mengenai penaggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
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pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum 




Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang, seperti: 
1) Menurut segi penamaanya, akad dibagi menjadi dua yaitu: 
a) Akad bernama (al-„uqud al-musamma) 
Yaitu akad yang terdapat penamaannya dalam Al-Qur‟an 
dan hadist serta telah dijelaskan hukumnya. Contohnya 
seperti jual beli, sewa-menyewa, kafalah, hibah, rahn, 
wakalah, dan lain-lain. 
b) Akad yang tidak bernama (al-„uqud ghair al-musamma)  
Yaitu akad yang belum dinamai oleh syara‟, sehingga 
penamaannya berdasarkan pada „urf, qiyas, dan malahah 
mursalah yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan di sepanjang zaman dibidang muamalah. 
Akan tetapi, akhirnya menjadi bernama. Seperti contohnya 
murabahah, al-istishna, dan lain-lain.
47
 
2) Dilihat dari segi terpenuhinya rukun dan syarat, akad dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
a) Akad shahih 
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Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. 
Hukum dari  akad shahih ini adalah berlakunya seluruh 
akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada 
pihak-pihak yang berakad. 
b) Akad ghairu shahih 
A.ka.d gha.iru sha.hih ada.la.h a.ka.d ya.ng terda.pa.t 
kekura.nga.n pa.da. rukun a.ta.u sya.ra.t-sya.ra.tnya., sehingga. 
seluruh a.kiba.t hukum a.ka.d itu tida.k berla.ku da.n tida.k 
mengika.t piha.k-piha.k ya.ng bera.ka.d. Ulama Hanafiyah 
membagi akad ghairu shahih ini menjadi dua macam, yaitu 
akad batil dan fasid. 
Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak 
memenuhi salah satu rukun atau ada larangan lngsung dari 
syara‟. Misalnya jual beli objek yang tidak jelas. Adapun 
akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya 
disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak 
jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak 
ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.
48
 
3) Dilihat dari segi zatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a) Akad benda yang berwujud („ainiyah) 
Akad ini dianggap telah sah apabila benda atau objek akad 
tersebut telah diserahterimakan. Apabila benda atau objek 
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belum terwujud, maka akad ini dianggap keabsahannya 
belum sempurna. 
a. Akad benda yang tidak berwujud (ghair al-ainiyyah) 
Akad ini dianggap sah setelah terjdinya shigat (ijab kabul) 
sekalipun objek akadnya belum diserahterimakan.
49
 
4) Dilihat dari tujuannya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a) Akad tabarru 
Yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek 
pertolongan atau kontrak yang menyangkut transaksi yang 
tidak mengejar keuntungan. Sebagai tujuan utamanya, 
akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong 
dalam rangka berbuat kebaikan. Contohnya adalah qard, 
wadi‟ah, wakalah, rahn, hibah, dan lain-lain. 
b) Akad tijarah 
Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi 
yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan 
tujuan mencari keuntungan. Contohnya adalah akad-akad 
bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, dan lain 




c) Dilihat dari segi luzum dan dapat dibatalkannya, akad 
dibagi menjadi empat macam, yaitu: 




Ibid, h. 54. 
28 
 
a. Akad lazim, yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak 
dapat dipindahkan, seperti akad perkawinan. Manfaat 
perkawinan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. 
b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat 
dipindahkan dan dapat dirusakkan, seperti persetujuan jual 
beli. 
c. Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn 
orang yang menggadai sesuatu benda mempunyai kebebasan 
kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebusnya kembali 
barangnya. 
d. Akad lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa 
menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh 
diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan 
yang menerima titipan atau yang menerima tiitpan boleh 
mengembalikan barang yang dititipkan tanpa menunggu 
persetujuan dari yang menitipkan.
51
 
5) Dilihat dari segi kedudukannya akad dibagi menjadi dua 
macam, yaitu: 
a) Akad pokok (al-„aqad al-ashli) 
Yaitu akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak 
bergantung kepada suatu hal lain. Misalnya, jual beli, sewa 
menyewa, dan lain-lain. 
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b) Akad asesoir (al-„aqad at-tabi‟i) 
Yaitu akad yang keberadannya tidak berdiri sendiri, 
melainkan tergantung pada suatu hal lain yang menjadi 
dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya suatu akad 




e. Asas-Asas Akad 
Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu: 
1) Asasilahiah 
 Kegiatan muamalah  tidak akan pernah lepas dari nilai- 
nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia 
memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada 
masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung 
jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah 
SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli 
dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau 
menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas- batas yang 
telah ditetapkanAllah.
53 
2) Asas kebebasan(Al-Hurriyah) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam 
bermuamalah   (berakad). Pihak- pihak yang melakukan 
akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, 
baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan 
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persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-
cara penyelesaian bila terjadi sengketa.Adanya unsur 
pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak 
yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang 
dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.
54
 
3) Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) 
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu 
jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering 
kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang 
lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki 
kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. 
Dalam melakukan perikatan ini, para pihak 
menentukan hak dan kesetaraan ini.Tidak boleh ada suatu 
kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
4) Asas keadilan (Al- „Adalah) 
Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang 
sering kali disebutkan dalam Al-qur‟an.Bersikap adil 
sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam 
melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia 
lebih dekat kepada takwa.
55
 
5) Asas Kerelaan (Al-Ridha‟iyyah) 
Asas kerelaan adalah kalimat  „an taradhin minkum, yang 
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berarti saling rela diantara kalian, sebagaimana ditegaskan 
dalam QS. An-Nisa ayat 29: 
                  
      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 




Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan 
antara masing- masing pihak,tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka 
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.
57
 
6) Asas kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq) 
 Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 
manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam 
pelaksanaan muamalah.Jika kejujuran ini tidak diterapakan 
dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu 
sendiri.Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam 
perikatan,akan menimbulkan perselisihan di antara parapihak.
58 
7) Asas tertulis (Al-Kitabah) 
 
Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada 
                                                             
56
Departemen Agama RI, Al-Qura‟an dan Terjemahannya…., h. 122. 
57
Yasardin,Asas Kebebasan Berkontrak Syariah (Jakarta: Kencana, 2018), Cet ke- 1, h. 
100. 
58
Ibid., h. 102. 
32 
 
manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara 
tertulis, dihadiri oleh saksi- saksi, dan diberikan tanggung 
jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang 
menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila 
suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka 
dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 
Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi 
alat bukti atas terjadinya perikatantersebut.
59
 
f. Hikmah Akad 
Diadakannya akad sesama manusia di dalam muamalah 
tentu memiliki hikmah, antara lain: 
1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di 
dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. 
2) Tidak dapat sembarangan membatalkan suatu ikatan 
perjanjian, karena telah ditentukan oleh syara‟. 
3) Akad merupakan „payung hukum‟ di dalam kepemilikan 
sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 
memilikinya. 
Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat 
hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak 
semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada 
pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang 






berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal 
yangdibenarkan syara‟, seperti terdapat cacat pada obyek akad 




g. Berakhirnya Akad 
Suatu akad dipandang berakhir bila telah tercapai 
tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang 
telah berakhir bila telah berpindahnya hak milik barang dari 
penjual kepada pembeli dan harga telah menjadi milik 
penjual.  
Selain telah tercapai tujuannya, akad dapat berakhir dengan 
pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam 
akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, 
terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, 
terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti 
pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam 
yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum 
sampai lima bulan, telah dibatalkan.
61
 
Fasakh dapat terjadi dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut: 
1) Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal- hal yang tidak 
dibenarkan syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad 
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rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi 
syarat kejelasan. 
2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, 
syarat atau majelis. 
3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain 
membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja 
dilakukan. Fasakh dengancara ini disebut iqalah. 
4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad 
tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, 
dalam khiyar  pembayaran (khiyar naqd) penjual 
mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada 
pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu 
harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. 
Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu 
membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak 
membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
62
 
5) Pada akad ghair lazim yang kedua pihak dapat 
membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti 
ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang 
gahir lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, 
seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan 
membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang 
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yang menggadaikan barang. Pembatalan yakni ketika akad 
rusak, adanya khiyar. 
6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-
menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat 
diperpanjang. 
7) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. 
8) Karena kematian.63 
2. Konsep Umum Wadi’ah 
a. Pengertian Wadi’ah  
Wadi‟ah secara bahasa berarti titipan, meninggalkan atau 
kepercayaan.
64
 Kata wadi‟ah berarti menempatkan sesuatu yang 
ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad 
wadi‟ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong 
antar manusia.  
Barang titipan dalam bahasa fiqih dikenal dengan al-wadi‟ah. 
Menurut istilah wadi‟ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan 
pada pemiliknya supaya dijaganya (Ma Wadi‟a „Inda Ghair 
Malikihi Layahfadzah), berarti bahwa al-wadi‟ah ialah memberikan. 
Makna yang kedua al-wadi‟ah dari segi bahasa ialah menerima, 
seperti seseorang berkata, “awada‟tuhu” artinya aku menerima harta 
tersebut darinya (Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi‟ah 
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„Indi). Secara bahasa al-wadi‟ah memiliki dua makna, yaitu 
memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya 
(I‟tiha‟u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi).
65
 
Demikian pula wadi‟ah dapat didefinisikan sebagai arti lain 
yaitu pemberian suatu mandat/kepercayaan untuk dapat memelihara 
suatu barang lain atau barang yang khusus dimiliki oleh seseorang, 
dengan cara-cara tertentu pula. Oleh sebab itu, diizinkan agar 
menitipkan kulit bangkai yang sudah disucikan, ataupun seekor 
anjing yang sudah terlatih untuk dapat berburu ataupun dapat 
berjaga-jaga, tidak diperbolehkan menitipkan baju yang sedang 
terbang tertiup angin, hal ini masuk ke dalam golongan harta barang 
mubazir (tidak ada suatu kekhususan agar dimiliki), yang 
bertolakbelakang dengan prinsip wadi‟ah.
66
 
Secara komulatif, wadi‟ah mempunyai dua arti, arti yang 
pertama yaitu pernyataan dari orang yang sudah memberi kuasa 
ataupun mewakili pihak lainnya agar dapat memelihara atau 
menjaga harta barang orang tersebut. Arti kedua yaitu suatu harta 
barang yang dititpi seseorang kepada pihak lainnya dengan maksud 
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Wadi‟ah juga dapat dimaknai sebagai titipan dari satu pihak 
ke pihak lainnya, baik individu, kelompok ataupun suatu badan 
hukum dengan maksud agar dapat dijaga, dipelihara sebagaimana 
semestinya dan dikembalikan lagi kapanpun penyimpan 
menghendaki keinginannya tersebut. Esensi dibuatnya perjanjian itu 
sendiri yaitu untuk menjaga dengan baik kemanan barang tersebut 
dari kerusakan, pencurian, dan kebutukan lainnya. Arti kata 
“barang” disini yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, 




b. Dasar Hukum Wadi’ah 
Dasar hukum dibolehkannya akad wadi‟ah adalah: 
1) Al-Qur‟an 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283: 
                        
Artinya: „Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatntya 
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Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58: 
                  
                
 
Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya 






اْْلََمانَةَ إِلَى َمِن اْئتََمنََك  َعْن أَبِْي هَُرْيَرةَ َرِضيَ  ِ ص م: أَدِّ ُ َعنْهُ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل َّللاه َّللاه
 َوالَتَُخْن َمْن َخانََكض
 
Dari Abi hurairah r.a berkata: “Tunaikanlah amanah kepada 
orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan 
janganlah engkau berkhianat kepada orang yang 
mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Ddawud dan ia 




3) Ijma  
Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, para ulama fiqh 
bersepakat mengatakan bahwasannya hukum wadi‟ah (titipan) 
boleh dan disunahkan dalam rangka saling tolong-menolong 
antar sesama. Dengan demikian, Ibnu Qudamah (541-620 
H/1147-1223 M), pakar fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak 
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masa Rasulullah SAW sampai dengan saat ini,akad wadi‟ah 
telah menjadi ijma „amali (konsesus dalam praktek) untuk umat 
Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun 
yangmengingkarinya. 
Landasan dari ijma yakni kesepakatan ulama. Para ulama 
bersepakat tentang dibolehkannya wadi‟ah, alasannya 
masyarakat membutuhkan akad wadi‟ah.
37
 Adanya wadi‟ah 
sangat membantu manusia agar saling membantu dalam 
menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, 




c. Rukun dan Syarat Wadi’ah 
1) Rukun Wadi‟ah 
Menurut Hanafiyah rukun al-wadi‟ah ada satu, yakni ijab 
dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak 
termasuk rukun.
73
 Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab 
dianggap sah jika ijab tersebut dilakukan dengan perkataan 
yang jelas (sharih) ataupun dengan perkataan samaran 
(kinayah). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi 
yang menitipkan dan yangdititipibarang ialah mukalaf, tidak 
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sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan 
ialah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).
74
 
Mayoritas para ulama berpendapat sebagaimana kalangan 
Syafi‟iyah,jika rukun wadi‟ah ada empat, yakni pihak-pihak yang 
berakad, barang yang dititipi, ijab dan qabul. Pihak yang menitipkan 
dan menerima titipan harus orang yang cakap hukum.Berkaitan 
dengan syarat sighat, penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban 
atau isyarat dengandiam. 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 370 menyebutkan 
rukun wadi‟ah adalah: 
1. Muwaddi (penitip) 
2. Mustauda‟ (penerima titipan 
3. Wadi‟ah bih ( harta titipan ) 
4. Sighat  ( perjanjian )75 
2) Syarat-Syarat Wadi‟ah 
Syarat-syaratwadi‟ah berkaitan  dengan  rukun-rukun  
yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang 
dititipkan, syarat shighat, syarat orang yang menitipkan dan 
syarat orang yang dititipi. 
a) Syarat - syarat orang yang menitipkan 
Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut: 
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(1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi‟ah yang 
dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum berakal. 
(2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi‟iyah. Dengan 
dimikian menurut Syafi‟iyah, wadi‟ahtidak sah apabila 
dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah 
umur). Tetapi menurut Hanafiah, baligh tidak termasuk 
syarat wadi‟ah, sehingga wadi‟ah hukumnya sah apabila 
dilakukan oleh anak mumayyiz asal dengan persetujuan 
dari walinya atau washiy-nya. 
Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah  
memandang  wadi‟ahsebagai  salah  satu  jenis wakalah, 
hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan 
syarat orang yang menitipkan sama dengan orang yang 
mewakilkan, yaitu: 
(1) Baligh 
(2) Berakal, dan 
(3) Cerdas  
Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang 
kedua,   yang   menganggap   wadi‟ahhanya   semata-mata 
memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, 
maka syarat orang yang menitipkan adalah ia harus 
membutuhkan jasapenitipan. 
b) Syarat-syarat orang yang dititipi 
42 
 
Syarat-syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut: 
(1) Tidak sah wadi‟ah dari orang gila dan anak yang masih 
dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari 
akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan 
orang yang tidak berakal dan anak yang masih dibawah 
umur tidak mampu untuk menjaga barang yang 
dititipkan kepadanya. 
(2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. 
Akan tetapi, hanagiah tidak menjadikan baligh sebagai 
syarat untuk orang yang dititipi, melainkan ia sudah 
mumayyiz. 
(3) Malikiyah mensyratakan orang yang dititipi harus 




c) Syarat-syarat Sighat 
Shighat adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalahijab 
harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan 
adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran. 
Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus 
disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas: “Saya 
titipkan barang ini kepada Anda.” Sedangkan contoh lafal 
sindiranseseorang mengatakan: “Saya berikan mobil ini 
                                                             
76
Ahmad Wardi Muslich,Fikih Muamalah…., h. 461. 
43 
 
kepada Anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan 
wadi‟ah(titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat 
adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang 
menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa 
mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut 
menunjukkan penitipan (wadi‟ah). Demikian pula qabul 
kadang-kadang dengan lafal yang tegas, seperti: “Saya 
terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), 
misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.
77
 
d) Syarat-syarat benda yang dititipi 
Syarat benda yang dititipi adalah sebagai berikut: 
(1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa 
disimpan. Apabila benda yang dititipkan adalah benda 
yang tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau 
benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi‟ah tidak sah, 
sehingga apabila benda tersebut hilang maka penerima 
titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya. Syarat 
ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah. 
(2) Syafi‟iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang 
dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) 
dan dipandang sebagai mal walaupun najis, seperti 
anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau 
                                                             
77




menjaga kemanan. Apabila benda yang dititipkan tidak 
memliki nilai, seperti anjing yang tidak ada 
manfaatnya, maka wadi‟ah tidak sah.
78
 
d. Macam-Macam Wadi’ah 
Secara umum, terdapat dua jenis wadi‟ah, yaitu wadi‟ah yad 
al-amanah dan wadi‟ah yad ad-dhamanah. 
1) Wadi‟ah yad al – amanah 
Wadi‟ah yad al-amanah ini memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
a) Harta atau barang titipan tidak boleh digunakan atau 
dimanfaatkan oleh penerima titipan 
b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah 
yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan 
tanpa boleh memanfaatkannya. 
c) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperbolehkan 
membebankan biaya kepada yang menitipkan. 
2) Wadi‟ah yad ad-dhamanah 
Wadi‟ah yad ad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat 
dimanfaatkan oleh penerima titipan 
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b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu 
menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada 
keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil 
manfaat kepada si penitip. 
c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.79 
e. Kewajiban Menerima Wadi’ah 
Pihak yang menerima titipan memiliki kewajiban yang terikat agar 
menjaga barang titipan. Kewajiban ini juga mengikat dan 
dibebankan kepada pihak keluarga penerima titipan, artinya 
mereka mempunyai kewajiban juga menjaga barang tersebut.
80 
Menurut Imam Syafi‟i yang berkewajiban menjaga barang 
tersebut hanya penerima titipan. Imam al-Nawawi menerangkan 
bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, 
diharamkan menerima titipan jika seseorang tidak mampu 
menjaga barang titipan tersebut.
81
 Sementara orang yang mampu 
menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. 
Jika tidak ada yang mampu menerima beban tersebut, maka 
diwajibkan bagi yang sanggup dan dapat menerimanya saja. 
Tanggung jawab menyimpan wadi‟ah ialah amanah. 
Syaratwadi‟ahdiantaranya sebagai berikut: 
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1) Diasingkan dari barang- barang milik orang lain, yaitu tidak 
dicampur  antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui 
mana diantaranya milik orang-orang tertentu. 
2) Tidak digunakan 
3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya 
Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan 
dengan keselamatan barang wadi‟ah nya. Sekiranya yang punya 
barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, 
masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan wadi‟ah itu 
diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah 
meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu 




Apabila wadi‟ah yang dijaga sebagaimana dijelaskan di atas 
hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang 
menyimpan, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila 
tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung 
jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada dammah yang 
bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.
83 
Sekiranya ia membuat perjanjian wadi‟ah dengan orang lain 
dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang 
pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang 
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yang menyimpannya meninggal dunia maka berpindahlah 
tanggung jawab wadi‟ah itu kepada ahli waris sehingga selesai 
barang itu diserahkan kembali kepada yang punya. Semua 
pembelanjaan atas barang wadi‟ah seperti makan dan minum, jika 
wadi‟ah itu dari jenis binatang adalah ditanggung oleh yang punya 
wadi‟ah. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan 
wadi‟ah itu untuk kepentingannya makapembelanjaan itu 
ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat 
perjanjian wadi‟ah dengan orang lain atas barang yang disimpan 
tanpa izin dari punya barang.
84
 
f. Cara Menjaga Barang Titipan 
Para ulama berbeda pendapat tentang menjaga barang titipan. 
Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang 
yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia 
menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang 
kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang- 
barangnya sendiri. 
Menurut para ulama Mazhab Hanafi, orang yang dititipi boleh 
juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan 
menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta 
orang yang dititipi itu ditempatnya. 
Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi 
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boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjadi 
tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang 
telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka 
pernah tinggal lama di tempatnya dan dia percaya kepada mereka 
berdasarkan pengalamannya dengan mereka. Berbeda jika orang- 
orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, seperti istri 
yang baru dia nikahi. 
Para ulama Mazhab Syafi‟i mengatakan bahwa orang dititipi 
harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak 
boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang 
yang titip kepadanya, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang 
yang titip menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari 
orang yang dia titipi, bukan dari orang lain. Jika orang yang 
dititipi menyalahi cara penjagaan yang diinginkan pemilik 
barang, maka dia harus menjamin ganti titipan itu,kecuali jika 




Hukum menerima atau menjaga barang titipan adalah 
sebagai berikut: 
1) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi 
seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan 
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menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang 
pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda- 
bendatersebut. 
2) Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia 
sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Memang 
menerima titipan adalah sebagian dari tolong menolong yang 
dianjurkan oleh agamaIslam. 
3) Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya 
sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan 
pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang 
dititipkanitu. 
4) Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi 
ia tidak percaya kepada dirinya, maka bagi orang seperti 
ini dimakruhkan menerima bend-benda titipan sebab 
dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadapyang 




Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah 
hukum cabang  dalam  akad  wadi‟ah.Hukum-hukum  
tersebut  sebagai berikut: 
a) Memperjualbelikan barang titipan 
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Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada 
padanya, maka keuntungan yang diperolehnya adalah halal 
baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, “keuntungan itu 
adalah sedekah.” Dan sejumlah ulama mengatakan,  
“keuntungan itu adalah untuk pemilikbarang.” 
b) Meminjamkan barang titipan 
Barang siapa meminjamkan titipan, jika titipan itu adalah 
benda, maka itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah 
barang dagangan, maka tidak bolehdipinjamkan. 
c) Perselisihan tentang barang titipan 
Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang 
dititipi, namun orang yang dititipi mengatakan bahwa titipan itu 
rusak atau hilang, yang diterima adalah perkataan orang yang 
dititipi yang disertai dengan sumpahnya. Demikian juga jika dia 
mengatakan bahwa dia telah mengembalikannya. Kecuali jika dia 
menerima titipan dengan adanya bukti, maka perkataannya bahwa 
dia telah mengembalikannya tidak diterima kecuali dengan adanya 
bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu Hanifah dan asy- Syafi‟i berkata, 
“Yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi, walaupun 
ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti.”
87
 
g. Kondisi yang Membuat Titipan Harus Dijamin Gantinya 
Barang atau harta yang titipan berubah dari yang sekedar 
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amanah menjadi harus dijamin gantinya disebabkan karena 
beberapa kondisi berikut ini: 
1) Orang yang dititipi tidak menjaga barangtitipan. 
 
Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga 
barang titipan itu. Sehingga jika dia membiarkannya tanpa 
penjagaan sampai barang itu rusak, maka dia harus 
menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan 
menggantinya. 
2) Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada 
orang lain 
Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda atau 
barang titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada 
orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, maka orang yang 
menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya.
88
 
3) Menggunakan barang titipan 
Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang 
yang dititipkan kepadanya, seperti menunggangi tunggangan 
atau memakai pakaian yang dititipkan kepadanya, maka dia pun 
harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil 
manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya. 
Jumhur ulama berpendapat: 
a) Jumhur ulama Mazhab Hanafi mengatakan “sebagaimana 
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kita ketahui dari kaidah mereka bahwa dia tidak wajib 
menjamingantinya.Karena,diamenjagabendayang dititipkan 
kepadanya atas izin pemiliknya, sehingga titipan itu seperti 
ketika belum dipakai. 
b) Para ulama Mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali berkata, 
“Jika benda yang dititipkan rusak setelah dia pakai, maka  
dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan 
karena sebab lain. Karena dengan adanya pelanggaran 
dariny ayat penggunaannya, maka status wadi‟ah menjadi 
hilang dan sifatnya sebagai amanah pun batal. Sehingga 
kondisinya adalah seperti dia mengingkari adanya titipan itu 
kemudian mengakuinya. Dengan demikian, tanggung 
jawabnya untuk memberi ganti tidak hilang kecuali dengan 




4) Berpergian membawa barang titipan 
 Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang dititipi 
boleh bepergian dengan membawa benda yang dititipkan 
kepadanya jika jalan yang ditempuhnya aman dan tidak 
dilarang oleh pemilik barang tersebut yaitu ketika akad 
wadi‟ahitu bersifat mutlak. Karena perintah untuk menjaga 
barang titipan adalah mutlak tanpa adanya pembatasan tempat, 
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sehingga tidak boleh ada pembatasan dengan dalil. 
Berdasarkan dengan hal ini, jika orang yang dititipi berpergian 
membawa barang titipan, lalu barangnya rusak atau hilang, 
maka dia tidak wajib menggantinya. 
 Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang 
dititipi tidak boleh membawa barang titipan jika bepergian, 
kecuali jika barang itu dititipkan kepadanya ketika dia sedang 
dalam perjalanan. Dengan demikian, jika orang yang dititipi 
ingin bepergian maka hendaknya dia menitipkannya kepada 
orang yang dapat dipercaya dari penduduk setempat. Dan dia 
pun tidak wajib menjamin ganti bagi titipan itu, baik dia  
mampu menyerahkannya kepada penguasa muslim maupun 
tidak. 
 Para ulama Mazhab Syafi‟i dan Hambali berkata bahwa 
orang yang mendapatkan barang titipan tidak boleh 
membawanya jika bepergian. Jika dia ingin bepergian, maka 
dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya atau wakilnya, 
jika dia mampu melakukannya. Jika dia tidak 
mampumelakukannya, misalnya karena dia tidak menemukan 
pemiliknya, maka dia harus menyerahkannya kepada penguasa. 
Kerena orang yang mendapat titipan adalah orang yang secara 
sukarela menjaga titipan yang ada padanya, sehingga dia tidak 
wajib untuk terus menerus menjaganya. Dan penguasa 
54 
 
menempati posisi pemilik titipan tersebut ketika pemiliknya 
tidak ada.
90 
5) Pengingkaran terhadap adanya titipan 
Jika pemilik barang meminta kembali barangnya  dari orang 
yang dia titipi, namun orang itu mengingkari adanya titipan, atau 
dia bersih keras untuk tetap membawa barang tersebut sedangkan 
dia mampu untuk menyerahkan, maka dia harus menjamin 
gantinya. Hal ini karena ketika pemilik telah memintanya untuk 
mengembalikan titipan itu, berarti dia telah melepaskannya dari 
penjagaan terhadap barangnya. Sehingga setelah itu, statusnya 
dalam memegang barang itu adalah sebagai orang yang merampas 
dan menghalangi pemiliknya untuk mengambilnya. Oleh karena 
itu, dia harus menggantinya jika pemiliknya mendatangkan bukti 
tentang adanya titipan itu, atau dia tidak mau bersumpah, atau 
juga jika dia mengakui adanya titipan itu. Jika orang yang dititipi 
awalnya mengingkari adanya titipan itu, kemudian dia 
mengakuinya, maka dia tetap wajib menjamin gantinya karena 
akad wadi‟ahtelah hilang sebelumnya.91 
6) Percampuran barang titipan dengan barang lain 
Jika orang yang dititipi mencampur barang titipan dengan 
barang miliknya, apabila keduanya dipisahkan dan dibedakan, 
maka dia tidak memiliki tanggungan apapun. Sedangkan apabila 
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keduanya tidak bisa dibedakan, maka para Ulama sepakat bahwa 
orang yang dititipi harus menjamin gantinya.
92
 
7) Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat 
yang ditetapkan oleh pemilik barang titipan. 
Jika pemilik barang tersebut mensyaratkan kepada orang 
yang menerima barang titipan untuk menjaga barangnya di tempat 
tertentu, seperti di dalam rumah, kotak, atau sebagainya. Kemudian 
orang yang dititipi memindahkan barang tersebut dan tidak sesuai 
dengan yang disyaratkan oleh pemiliknya, maka para ulama 
berpendapat, menurut ulama Mahzab Maliki, Syafi‟i, dan Hanafi 
berpendapat apabila orang yang menerima titipan memindahkan 
barang titipan tersebut ke tempat yang kualitasnya sama atau lebih 
baik daripada yang disarankan oleh pemilik barang, maka dia tidak 
harus menggantinya. Sedangkan menurut Mahzab Hambali pihak 
penerima barang titipan tersebut harus menjamin gantinya 
meskipun dipindahkan ke tempat yang lebih baik.
93
 
h. Berakhirnya Akad Wadi’ah 
Akad wadi‟ah akan berakhir dengan beberapa hal seperti berikut 
ini: 
1) Barang atau harta yang dititipi diambil atau dikembalikan 
kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang 
yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya 
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kepada pemiliknya, maka akad wadi‟ah akan berakhir. Karena 
akad wadi‟ahadalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan 
diambilnyabarang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan 
oleh orang yang dititipi kepadapemiliknya. 
2) Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad 
wadi‟ah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku 
akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang 
melakukan akad. 
3) Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal 
ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi‟ah karena hilangnya 
kecakapan untuk membelanjakan harta. 
4) Orang yang titipdilarang membelanjakan harta karena 
kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan 
harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga 
kemaslahatan keduanya. 
5) Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang 
lain. Akad wadi‟ah ini berakhir dengan berpindahnya 
kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik 
dengan jual beli, hibah, maupun lainnya.
94
 
B. Tinjauan Pustaka 
Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri 
peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit yang membahas 
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atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait hal kasus 
yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa sumber yang 
berkaitan dengan penitipan (wadi‟ah) sebagai berikut: 
Pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Enila Sari tahun 2019 
dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum islam tentang Akad Upah Jasa 
Penitipan Motor pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah 
Ratu Prawinaga Hajimena Lampung Selatan”. Hasil penelitian ini adalah 
adanya penambahan biaya secara sepihak bagi penitip motor yang 
menginap tanpa ada kesepakatan di awal akad, sehingga penitip motor 




Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Cici Andriani tahun 2017 
dengan judul penelitian „Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi 
Jasa Penitipan Padi pada Pabrik Padi di Desa Branti Raya Kecamatan 
Natar Lampung Selatan”. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemilik 
pabrik membebankan biaya kepada petani yang menitipkan padinya dan 
menjanjikan bonus diawal kepada petani.
96
 
Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Anugrah M Zakaria tahun 
2017 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 
Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan 
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Pilangkenceng Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian ini adalah adanya 
aturan tambahan yang tidak tertulis di akad awal perjanjian yaitu 




Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul 
skripsi dan permasalahan yang diajukan oleh penulis memiliki substansi 
yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu 
permasalahan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan 
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